TIGA KAMPUS TERSANDUNG KASUS PELECEHAN SEKSUAL, SATGAS SEHARUSNYA TAK
SEKADAR FORMALITAS

Sabtu, 18 Juli 2026 - diy

SuaraJogja.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti rentetan dugaan
pelecehan seksual yang terjadi di tiga perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.

Kasus yang melibatkan mahasiswa hingga dosen itu dinilai menjadi alarm serius bahwa keberadaan Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) tidak cukup hanya bersifat administratif,
tetapi harus benar-benar mampu memberikan perlindungan bagi korban.

Kepala Perwakilan ORI DIY, Muflihul Hadi, mengatakan pihaknya mencermati sejumlah dugaan pelecehan seksual dan
pelanggaran asusila yang melibatkan sivitas akademika di beberapa perguruan tinggi swasta sepanjang 2026.

"Kasus ini perlu menjadi perhatian bersama karena menyangkut keamanan lingkungan pendidikan, perlindungan
mahasiswa, serta kualitas tata kelola pengaduan di perguruan tinggi," ujarnya di Yogyakarta dikutip dari ANTARA Kamis
(16/7/2026).

Salah satu kasus yang menjadi perhatian ORI terjadi saat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Sleman. Dua
mahasiswi diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan sesama mahasiswa.

Laporan tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sleman dan masih dalam tahap
penyelidikan.

Menurut Muflihul, kampus telah menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa terlapor berupa pembatalan serta larangan
mengikuti program KKN selama dua periode.

Namun, ORI mencatat adanya informasi bahwa korban sebelumnya telah menempuh mekanisme pengaduan internal
kampus, tetapi merasa belum memperoleh tindak lanjut yang memadai.

"Informasi tersebut tetap perlu diverifikasi secara objektif karena kecepatan respons, kejelasan prosedur, kualitas
pendampingan, dan kepastian tindak lanjut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan pengaduan,”
katanya.

Karena merasa penanganan internal belum memuaskan, korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum sekaligus
mendapatkan pendampingan psikologis akibat trauma yang dialami.



Tak hanya itu, ORI juga menyoroti dugaan pelecehan seksual di perguruan tinggi swasta lainnya yang melibatkan
seorang dosen terhadap sejumlah mahasiswi melalui aplikasi pesan singkat.

Dalam kasus tersebut, pihak universitas telah melakukan pemeriksaan dengan melibatkan Satgas PPKPT dan
menonaktifkan sementara dosen yang bersangkutan dari seluruh aktivitas akademik maupun nonakademik hingga proses
pemeriksaan selesai.

Universitas juga menyatakan akan menyediakan ruang pelaporan yang aman, menjaga kerahasiaan identitas korban,
memberikan pendampingan psikologis, serta melindungi korban dari tekanan maupun intimidasi.

Kasus ketiga terjadi di perguruan tinggi swasta lain di Yogyakarta. Dua mahasiswa diberhentikan setelah melalui proses
pembinaan, pemeriksaan komisi etik, dan evaluasi internal yang menyimpulkan adanya pelanggaran asusila berat.

Berkaca dari tiga kasus tersebut, ORI menilai perguruan tinggi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Menurut Muflihul, keberadaan aturan maupun Satgas PPKPT tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban
administratif semata.

"Perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki aturan dan satuan tugas secara formal, tetapi juga harus dapat diakses
secara maksimal oleh mahasiswa," tegasnya.

ORI menilai aspek pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, hingga pendampingan korban harus diperkuat agar kampus
benar-benar menjadi ruang belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
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